GUBERNUR KEpy TUNG
LAUAN BANGKA
- BELITUN
PERATURAN GUBERNUR g TUNG
S UBERNUR KEPULAuAN BANGIKA BELI

NOMOR &3 TAlUN 2019
TENTANG

TATA CARA
- Di%“ﬁi’«(%MN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
ARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINS| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
D )
ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

yANG BERSUM

Menimbang

a.

:ﬁ:;\f@ berdasarkan _Pasal 133 ayat (3) Peraturan
eni Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Eﬁdf}man Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana

an diubah beberapa klai terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Neger!
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 42 Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, maka Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, perlu diatur lebih lanjut dengan Pcraturan

Kepala Dacrah;

bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka
Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkaj
pengelolaan hibah dan bantuan sosial sehingga peryy,

diganti;
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bahw,
dima}:‘suc{bcrdasarkan pertimbangan scbagﬂima”a
Peratura Pada huryf 4 dan huruf b perlu menctapkan
Hibah dnan ubernyr lentang Tata Cara Pengclol:::;
Anggaran Per antuan  Sogig| yang Bersumber :

dapatan da : rah Provinsi
Kepulauqp Bangka BClitungn_ Belanja Dae

Pasal
ReJubl'l18 frat (6) Undang-Undang Dasar Necgara
publik Indonesia Tahun 1945,

U =

P:ncwlgné Uﬂdang Nomor 97 Tahun 2000 tentang

(Le be'ntukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
St Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 2]_7 T lik
Indonesia Nomor 4033;1 Lembaran Negara

Uﬂdang_undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
‘euangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undaqg-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemcrintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 N_omor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Incdonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
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. Peraturan P

Peratur | .

Pcngclo?;anpem,c““mh Nomor 58 Tahun 2005 ten‘@n®

Republik e hegangan Daerah (Lembaran Negard

Lembaran ‘N 0"16313 Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
¢gara Republik Indonesia Nomor 4587);

Standar AkzmermFah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Republik Ing Ntansi Pemcrintahan (Lembaran Negara

Lembaran N onesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Perat i

Hiba;rel‘)nq Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentart
Hibah QLOcrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
N 2012 Nomor S, Tambahan Lembaran Negar®
epublik Indonesiy Nomor 5272);

P ,

P(e:;at:;an Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Re Eb(;\an Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negard
publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33);

fse(_r:il;ura};\ Menteri Da]am'Negeri Nomor 32 Tahun 20'11
ng Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberap2 kali
terakblr dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 465}, '

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Kcuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang
perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok  Pengelolaan  Keuangan Daerah  Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Beliutng Tahun 2015 Nomor 07 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 57);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 18 Tahun 7016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Prov'{nSi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Dacrah Provins Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
56 Tahun 2016 tentang Kpdudukan, Susunan
Organisasi, - Tugas dan 'FungSl, serta Tata Kerja
gekretariat Daerah Provins! Kepulauan Bangka BCl'}lung
(Berita Daerah Provins! Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2016 Nomor 2 Seri DJ;
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MEMUTUSKAN:

PENGELOUAAN CJZERNUR TENTANG | TATA - GAT
LAAN. HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YAD

BERSUMBER Dpa AN
=T D-‘\ERAEI ANGGARAN ~PENDAPATAN

. BANGKA
BELITUNG. PROVINSI KEPULAUAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
f

2. Pemecrintah Provinsi adalah Pemerintah Provins!
Kepulauan Bangka Belitung,.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Dacrah sebagal
unsur - penyelenggara pcmerintahan dacrah yang
mem,‘mpi“ pelaksanaan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Gubernur

adalah Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung. '

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bupati atau Walikota adalah Bupati atau Walikota di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyclenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

0 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya scgala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut.

11. Pengelolaan Kcuangan.Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

pcnatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban
pengawasan keuangan dacerah.
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13.

15,

17.

18.

20.

21.

23.

Anggara
(li:linH\f.:\ll\ [:‘::l?[glnp“m“ dan Belanja Daerah, Bc‘anjumya
pemerintal D adalah rencana keuangan 3 i
l)cl':mnmt (;l -}:luemh yang  dibahas dan diee o
ditetapl ¢h pemerintah daerah dan DPRD: aer
PKan dengan peraturan daerah
Inspektorat Daeraly ad ,

Kepulauan B alah Inspektorat Daerah Provin®!

angka Belitunp,
Pejabal Pep ’

; neelola Keue jutnya
disinale angan Dacrah yang selanj¥i”s
l’-("n:u[?ll:‘lu, PPKD  adalah  Kepala Y atuan  Kerja
l”‘(‘l';l,") dan Keuangan Dacrah yang mcmpunyai tugas
”“i). '\...mnkun penpelolaan APBD  dan bgrtindak
sebupgay Bendahara Umum Daerah

3end .
:)(l;;()l“h“lu Umum Dacrah yang selanjutnya disingkat
IJ‘b H.(lnl(lh PPKD yang bertindak dalam kapasilas
scbupai Bendahara Umum Daerah.

I}L‘lgsa Bendahara Umum Daerah yang selanjutny®
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Satuan  Kerja Pengelola Keuangan Daerah Yyang
selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah
pada  pemerintah  daerah, yang melaksanakan
pengelolaan kevangan dacrah.

Penppuna  Anggaran  adalah  pejabat  pemegans
kewenangan penggunaan anggaran untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya,

Kas Umum Daerah ada lah tempat penyimpanan uang
dacrah  yang ditentukan oleh Gubernur untuk
menampung  seluruh  penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya
disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja  dan
anggaran selaku Bendahara Umum Daerah.

Rencana [Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD
sebapai dasar penyusunan APBD.

Tim  Anggaran pemerintah  Daerah  selanjutnya
cdisingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
[(eputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris
Daerah  yang mempunyai  (Ugas menyiapkan  serta
melaksanakan kehijakan Gubernur dalam rangka
penyusunan APBD yang, anggotanya tcrdxri dari pejabat
perencand daerah, PPKD dan pcjabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang mcm}.xat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi

'

yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun,

Dipindai dengan CamScanner
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24,

28.

294

1)l'lOI'lFRJU dan  Plafon Anggaran gementara yangé
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program®
priovitas dan patokan batas maksimal anggaran yaric
diberikan kepada SKPD untuk setiap program scbap?!
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Dokumen  Pelaksanuan  Anggaran SkpD  yané
selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan doKUMZT
yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggara”
oleh pengguna anggaran.

Dokumen  Pelaksanaan ~ Anggaran PPKD  yané
selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokUmED

pelaksanaan anggaran selaku Bendahard Umum
Daerah.

Hibah adalah pemberian uang atau barang atau )as@
dan pemenntah daerah kepada pcmerintah pusat atad
pemerintah daerah lain, badan usaha milik negarad
atau badan usaha milik dacrah, badan, lembaga dan
orpanisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indoncsia, yang secara spesifik telah ditcntqkan
peruntukannya, bersifat tidak  wajib dan tidak
mengikal, serta tidak secara terus menerus Yane
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah.

Bantuan Sosial adalah pemberian berupa wang atau
barang dari pemcrintah dacrah kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektil yang
bertujuan  untuk melindungi  dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah sclanjutnya disingkat
NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara
pemerintah dacrah dengan penerima hibah.

Resilko Susial adalah kejadian atau peristiwa yang
dapal menimbulkan potensi terjadinya kerentanan
sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis
sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam
dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja
bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat
hidup dalam kondisi wajar.



BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2 )
Ruang lingkup  Peraturan  Gubernur ini meliput
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, PClgporan
dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluast sertd

pengawasan pemberian hibah dan bantuan sosial yané
bersumber dari APBD Provinsi.

Pasal 3

(1) Hibah scbagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat
berupa uang, barang dan jasa.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dapat berupa uang dan barang,

BAB Il
HIBAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4 o
(1) Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1)
dapat diberikan kepada:
a. Pemcrintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lainnya;

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Dacrah; dan/atau

4. Badan, Lembaga, dan Organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia.

(2) pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan  setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

(3) pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan untuk menunjang pencapalan sasaran
program dan kegiatan pemerintah daerah  dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,

dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimaqa 'dimaksud pada ayat (1)
memenuhi kriteria paling sedikit:

a  peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. bersifat udak wajib, tidak mengikat, dan scsual
dengan kemampuan keuangan daerah;
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(6)

(1)

()

YN

Yang bersjf

. Saluan-kesatuan ipa  kelompok masyaraxé

CPANJaNY  mae }: masyarakat hukum al
I'J"rkt'mbnnvm‘ sth hidup dan sesud! dengan
dakun oleh ‘r‘ Masyarakat, dan kcb:radﬂﬂ”“yu
daeran ﬂlv-ll;;‘ml.rmmh pusal dan/atau pcmcrmw

PirMpinan 1‘n‘39| pengesahan atau penctapan o
perangkat L;f“‘ vertikal atau kepala satuan ker)a
- acrah  terkait ~ sesual dengaf

ngannya; dan

d. koperasi
pc‘r)at\?:l yang didirikan berdasarkan ketentuan
an perundang-undangan.

Hibah

berbadankcgi?a organisasi kemasyarakata? yang
dalam Pasal ;um Indonesia sebagaimana d,maksud
organisasi K ayat (1) huruf d diberikan kepad®
yayasan emasyarakatan yang berbadan hukum
berbadan atau organisasi kemasyarakatan yang
s i hukum  perkumpulan yang telah
keme pa-t t<an  pengesahan  badan hukum darl
cementerian yang membidangi urusan hukum dan hak
asasl manusia sesual peraturan pt:rund:mg-\,mdaﬂEZCm

Pasal ©

Hlibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a diberikan

dengan persyaratan paling sedikit:

a. dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan;

b. memiliki kepengurusan yang jclas;
c. memiliki surat  keterangan domisili  dari
lurah/kepala desa setempat;

d. berkedudukan dalam  wilayah
pemerintah Provinsi dan/atau Badan dan Lembaga

yang berkedudukan di luar wilayah administrasi
pemerintah Provinsi untuk menunjang pencapaiin
gasaran program dan kegialan Pemerintah Provinsi,
dan

memihky nomor rekening bank.

adminislrasi

(é

Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) hurul b diberikan

dengan persyaratan:
pengurusan yang jelas;

a. memiliks ke
at keterangan domisili dari lurah atau

p. memiliki sur
kepala desa sctempat;

. memilili sekretariat tetap yang berkedudukan
dalam wilayah administ.rasi Provinsi,. kecuali
masyarakat yang rpcmihki ‘hu‘bungan dengan
Provinsi dan berado diluar Provinsi;

Dipindai dengan CamScanner
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kecual; menerus  setap  tahun angaarath

1 sad
| kepada pemerintah pusat  dalam ranghkn

.i.:nd\lkung penyelenggaraan pcmrrinmhm\
daerah untuk keperluan mendesak weauid
Kelentuan

dan/ata peraturan pcr\mduns-umim\gnn'.
Jan/i u

gy

ditants il .

drtentukan lain oleh peraturan pl‘l’\md“"“

undangan,

Kan nilar manfaat bag pemenntah dacrah
funpst

akatan,

ey

lam - mendukung terselenggaranyd
“erintabian, pembangunan dan kemasyar

=g

memenuh: persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah kepada Pemenntah Pusat sebasaim“““
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf 8 diberikan
kepads satuan kerja dan k»:ﬂ'u:mc:rian/l‘?mb“Rn
;étr.’.:r'."u.". non kementenan  yang wilayah kerjanya
-

n
rada ¢i wilayah provinsi

Hibah kepada pemenntah dacrah lalnnye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal & ayat (1) huruf b diberikan
kepada daerah ctonom baru hasmil pemekaran daerah

4 ]

ypaimana diamanatkan peraturan pcrundnng'

te,hah kepada Badan Ussha Milik Negura sebagaimana
fimaK am  Pasal 4 ayat (1) hurul ¢ diberikan
1ylarm FANEKA Untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyaraka!  sesudr  dengan ketentuan  peraturan

......

Hibah xcpada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana
4;maksud calam Pasal 4 ayat (1) hurufl ¢ diberikan
iglam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima
;’.f.'.".'-r.r.'dll". daeran dan pemerintah  pusat seaunt
dengan ketentuan peraturan pcrundnng'umlnngnn.

Hibah kcpé

a badan dan lembaga sebagaimana
Aymarsud calam Pasal 4 ayat (1) hurufl d dibenkan
Nadan dan Lembaga

ang persifar nuriaba, sukarela dan sosmial yang
.k  berdasarkan  peraturan perundang-

ersifit niriaba. sukareln dan sosial yang
1aral Reterangan Terdaltar yang

"
i merni 9]

aleh Menteri Dalam Negen, Gubernur

‘; 1ia 8;:3.‘-11{‘:‘-@1:3-::;(3, atau

feplatiean

——



(3)

(4)

d,

memilikg

-10-

. Surat  Keterangan Terdaltar yang
ﬂifluark'dn oleh Gubcrnurgalau Bupati/ Walikot
€ Inemihk nomgy rekening bank.

Hiby en: |

di”‘fi lkcpada Badun dan Lembaga sebagaiman?

dmd sud pada Pasal 5 ayat (5) huruf ¢ diberikan

€Ngan persyaratan:

5 .
memiliki kepengurusan yang jelas;

b. memiliki sura| keterangan domisili dari lurah atad
kepala desa setempat.

C. berkedudukan dalam atau di luar wilayah
administrasi Provinsi:

d. m.cmilliki surat pengesahan atau penctapan car
pImpinan instansi vertikal atau kepala -S PIl?x
terkait sesuai dengan kewenangannya pada BaiEyS
Badan dan Lembaga tersebut berada; dan

c.

memiliki nomor rekening bank.

Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana

dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf d diberikan
dengan persyaratan:

a. koperasi aktif (melaksanakan RAT) minimal 2
tahun berturut-turut;

b. memiliki sertifikat NIK;
memiliki sekretariat tetap yang dibuktikan dengan
surat keterangan dari desa/kelurahan;

d. bergerak disektor produksi dan serba usaha; dan

e. merupakan koperasi provinsi atau koperasi_
kabupaten/kota yang mendapatkan fasilitasi
penguatan kelembagaan dari provinsi.

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud pada Pasal S ayat (6) diberikan
dengan persyaratan:

a.

e.

memiliki akte pendirian yang dikeluarkan oleh

. notaris;

telah terdaftar pada kementerian yang membidangi
urusan hukum dan hak asasi manusia paling
singkal 3 (tga) tahun yang dibuktikan dengan
surat tanda pengesahan badan hukum kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-
undangan,;

memiliki surat keterangan domisili dari lurah atau
kepala desa setempat;

memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan
dalam wilayah administrasi provinsi; dan

memiliki nomor rekening bank.

e e N r———
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(1)

(2)

(3)

(4)

Buagian Kedua
Pcnli“”gguran

P , Pasal 7
chr:ﬁ:r;n&"}l}} Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badi”
Badan le Negara atau Badan Usaha Milik Daeré™
el tmbaga dan Organisasi Kemasyarakatan
mcn@mmaga dimaksud dalam Pasal © dapat
GUb)éamPalcl;an usulan hibah secara tertulis kepabdat
rur dengan dilengkapi al paling lamba
' : gkapi proposal paling
tanggal 31 Mej tahyn berja]apn. prop

Permohonan

. hibah iaj sebagaimana
dimaksud pad vang diajukan

a ayat (1), jika memenuhi syarat dapat

diu;ulkan untuk mendapat bantuan hibah pada tahun
berikutnya

Permohonan  hibah yang diajukan setelah tanggal
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) 2%
pertimbangan selektil dari Gubernur dan memenuh!
syarat dapat diusulkan untuk mendapat bantuan

hibah pada anggaran perubahan tahun berjalan atau
tahun berikutnya., :

Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk
permohonan hibah berupa uang paling sedikit
memuat:

a. latar belakang, berupa uraian tentang gambaran
umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-
permasalahan yang melatarbelakangl
dilaksanakannya kegiatan dan diajukan usulan
hibah;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud
dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan
dibiayai dan hibah;

c. susunan kepengurusan bagi Badan, Lembaga atau
Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan
usulan hibah;

d.  rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran
biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai
kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan, termasuk
rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta
kebutuhan lainnya;

e. penutup.

Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unt'uk
permohonan hibah berupa barang atau jasa paling
sedilat memuat:

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran
umurn  mengenai fakta-fakta dan permasalahan-
permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya
usulan hibah;
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b. makSUd dan

d

-12.-

. , ud
tujuan, berisi uraian tentang maks

4N tujuan diajukannya permohonan hibah;

susunan kepengurusan bagi Badan, Lembaga dan

Organisasj Kemasyarakatan;

Jenis dan jumlah barang atau jasa yang dimohon

oleh calon penerima hibah:
¢. penutup.

Gubcmuf menunjuk SKPD untuk melakukan evaluasi
usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah:
a. Untuk hibah dalam bentuk uang adalah :

1.

Sekretariat  Daerah  Provinsi  ¢.Q- Biro
Pemerintahan, yang melakukan cvaluasi u‘:}U]an
hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintal
Daerah Lain, BUMN, dan BUMD sebagaimana
dimaksud pada pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3);

Sekretariat Daerah  Provinsi c.g.  BIr©
Kesejahteraan Rakyat, yang melakukan evaluasl
usulan hibah dari Badan, Lembaga dan
Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang
Kkeagamaan.

Dinas Pendidikan Provinsi, yang melakukan
evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga
dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang
pendidikan;

Dinas Kesehatan Provinsi, yang melakukan
evaluasi usulan hibah dari Badan, Lembaga
dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang
kesehatan;

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi, yang
melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan,
Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
dalam bidang pemuda dan olahraga;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi,
yang melakukan evaluasi usulan hibah dari
Badan, Lembaga dan Organisasi
Kemasvarakatan dalam bidang kebudayaan,
kescnian dan pariwisata;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi,
yang melakukan evaluasi usulan hibah dari
Badan, Lembaga, Ormas dalam bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik, kecuali untuk
kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur;
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(8)

(9)

(10)

B. Dina :
Nnas . ]
145 Komunikasi dan Informatika Provinsl,

i . :
%"l(ljié‘ melalukan  evaluasi usulan hibah darl
4n, Lcmbaga dan orgamsaSl

Kemuasy: .
CCiusyarakatan dalam bidang komunikas! dan

Informatika:

C). . € i .
'ri);n‘l13 Sosial Provinsi, yang melakukan evaluasi
Ou 4 h,‘bah dari Badan, Lembaga dan
’orgiir;lsasl Kemasyarakatan dalam bidang
» € ;

10,

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, yané

melakukan evaluasi usulan hibah dari Badan,

Lembaga dan  Organisasi Kemasyarakatan

d?lam bidang kelautan dan perikanan;

I1.Dinas Pertanian Provinsi, yang melakukan
cvaluasi usulan hibah dari Badan, Lembag?
dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang
pertanian, perkebunan dan peternakan;

12. Dinas  Koperasi UKM Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yang melakukan evaluasl
usulan hibah dari koperasi dan;

13, Dinas/Badan/Biro lain di Provinsi yang

ditunjuk oleh Gubernur yang tupoksinya

berhubungan, untuk usulan hibah di luar
kewenangan SKPD sebagaimana dimaksud

pada angka 1 sampai dengan angka 12.

Untuk hibah dalam bentuk barang atau jasa
adalah ~ SKPD  yang  secara Fungsional
melaksanakan kegiatan tersebut.

Dalam melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana
dimalsud pada ayat (6) SKPD membentuk tim evaluasi
usulan hibah yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala SKPD terkait.

Pembentukan Tim evaluasi usulan hibah sebagaimana
dimuksud pada ayat (8) ditujukan untuk:

a.

mengetahui  keberadaan Badan, Lembaga dan
Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan
usulan hibah;

mengetahui domisili/alamat sekretariat Badan,
Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang
mengajukan usulan hibah;

mencliti kebenaran dokumen pendukung
permohonan hibah; dan

mencliti kesesuaian antara usulan dan kebutuhan
dana.

KKepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

renyampaikan hasil

evaluasi berupa rekomendasi

Jeepada Gubernur melalwm TAPD.

Dipindai dengan CamScanner
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(11) TAPD  membe

(1)

(1)

(2)

(3)

a éfkun pertimbangan atas rekomcndaSi
‘ir; klmaksud pada ayal (10) sesuai dengan
¢ cmampuan keuangan dacrah.

scbagaiman
prioritas d

Pasal 8

Rek .
s:\lf?“das‘ kepala SKPD dan pertimbangan TAPD
Balmana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10) dan

- o
h}igctal( 1(}) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran
1 dalam rancangan KUA dan PPAS.

Z?ncintuman alokasi  anggaran  sebagaimand
blma sud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah
€rupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal 9
Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD-

Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam
RKA-SKPD.

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran
hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang:
undangan.

Pasal 10

Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam
pasal 9 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja
tidak langsung jenis belanja hibah, obyek belanja
hibah, dan rincian obvek belanja hibah pada PPKD.

Objek belanju hibah dan rincian objek belanja hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemcrintah Pusat,

L Pemerintah Daerah lain:

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah, dan/atau;

4 Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia.

Hibah berupa barang atau jasa scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok
belanja langsung Yang dil'grmglasikan kedalam
program dan kegiatan, yangldmralkup kc_dalam jenis
belanja barang dan jasa, objek t{ClEll"l_]E\ hibah barang
atau jasa dan rincian objek belanja btbah barang atau
jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau
masyarakat pada SKPD.



(1)

(1)

(2)

(3)

Daft Pasal 11

altar nar '

hibah dutlx.ll pPenerima, alamat penerima dan pesaran
Lampiran [L”mP _bcm“k uang, dicantumkan dalam
APBD. eraluran Gubernur tentang Penjabaran

Forma ;

dimak;l};mpxran Il Peraturan Gubernur scbagaimané

Peratura, rz:ada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
v Gubernur ini, sebagai bagian yané tidak

terpisahlean  darj
jabara ar.  Pera entan
Penjabaran APBD. turan Gubernur 't B

5 Bagian Ketiga
claksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang perdasarkan
atas DPA-PPKD dan memperhatikan dokumen SPD.

Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa
berdasarkan DPA-SKPD dan memperhatikan dokumen
SPD.

. Pasal 13

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang
ditandatangani bersama oleh Gubernur dan penerima
hibah atau pejabat yang dibert kewenangan oleh
Gubernur dan penerima hibah.

NPHD secbagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat ketentuan mengenai:

a. pemberidan penerima hibah;
b. twuan pemberian hibah;

c. besar atau rincian penggunaan hibah yang akan
diterima;

d. hak dan kewajiban;

c. tatacara penyaluran atau penyerahan hibah;

[ tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban

lhibah; dan
g. waktu pelaporan dan pertanggungjawaban hibah.
diberi kewenangan untuk

Pcjabat yang A ¢
bagaimana dimaksud pada

mcnandatangani NPHD, s¢
ayat (1) adalah:

a. Sekretaris Daerah Provinsi untuk pemberian hibah

kepada: _
b pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain,
Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha

Milik Dacrah;

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn




d.

]

e

«.  Bads .

‘.“‘:‘ N, Lembaga, dan Organisast
ATINAR o : .

oo \Svarakatan dalam bidang keagamaan '
: adan, l.\‘(nl‘;\g.\_ dan Orgﬂ[\iSﬂS‘

\emasvarak '
diev Asvarakatan  vang  usulan hibahnya
e ‘_“\‘1. al Qon - Y-
P o \'-“\ e i hingkungan Sekrc_mnat
Sl dan dalam hal usulan hibah di luar
\onenangan SKPD lainnya,

AT " ) ]
M s L 1;\.\.\ Pendidikan  Provinsi, untuk
- 1 an hbah kepada Badan, Lembagd dan
" .._r?“‘,':\‘.w‘. Nemasvarakatan dﬁlf\m b]dung
PR AN

hepale D i inst

N v Dinas keschatan Provinsy, v
:.\\...“...u: Mmbah kepada Badan, Lembaga -
vigamsast hemasyarakatan dalam Bidang
Keschatan, .

hepala Dinas Repemudaan dan QOlahraga Provinsi,
:‘u:uk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga
dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang
pemuda dan olahraga; ’

Repala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi,
untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga
dan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang
Nesenan dan P.\:*i\\'isam;‘

Kepala  Badan  Kesatuan  Bangsa dan Politik
Srovins, untuk pemberian hibah kepada Badan,
Lembaga, Ormas dalam bidang Kesatuan Bangsa
dan Pehuk, Kecuali untuk Kegiatan pemilihan
Yunernur dan Wakil Gubernur,

~

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi,
wntuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga
dan Organisast Kemasyarakatan dalam bidang
womunikasi dan informatika;

Kepala Dinas Sosial Provinsi, untuk pemberian
hibah kepada DBadan, Lembaga danOrganisasi
Kemasvarnkatan dalam bidang sosial;

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi,
untuk pemberian hibah kepada Badan, Lembaga
dan Organisast Kemasyarakatan dalam Bidang
kelautan dan perikanan;

Kepala Dinas Pertanian Provinsi, untuk pemberian
fubah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi
lemasyarakatan dalam bidang pertanian;

wepala Dhwaas Pangan Provinsi, untuk pemberian
mibah  kepada Badan, Lembaga dan Organisasi
lemasvarakatan dalam bidang pangan;

Kepala  Satan polisi  Pamong Praja, untuk
pemberian hibah  kepada Badan, Lembaga dan
Orgunisnsi l(cmt‘\synrnknmn dq\flm bidang
pengamanan pemilihan Umum, Pemilihan Presiden
dan Pemilihan Kepala Daerah;
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N Nepala Din
hibah | ‘*“ as KNoperasy URM, untuk “”“N““n
| Repada Koperay
Jinas Bad :
eh G t‘x_\.“.“’v\.\_“"h\ i & Provinst vang ditunyuk
h > .\"‘ yang  tupoksinya Berhubungath
ARaIman “ ) . S luar Kewenangan ol
“ebag dmaksud  pada hural a sampal

urul m

" -
- Y Ny ¥
cormat NPN

Y sehaon
e L Sesagamana dunaksud pada avat (1
T dalam Lampiran 1l Peraturan Gubernur it

Pasal 13

LI rmyy e e, 2

“‘;-\'\ua—f‘::’!"‘“ﬂ daftar penerima hibah beserta

ey 78 atau jenis barang atay jasa yang akan
HRATRAn dengan Keputusan Gubernur berdasarkan
raturan  Daerah tentang APBD  dan Peraturan

J0ernur entang Penjabaran APBD.

o
‘

4! Daltar penenma hibah sebagaimana dimaksud pada

ayal (| snyadi dasar penvaluran atau pcnyrmhnl\

Penyaluran atsu penyerahan mibah dan Pemerintah
Prowing wepada penenima mibah dilakukan setelah

penandatanganan NPHL

ds

Pencaran hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan
nexanisme  pembayaran langsung  (LS) dengan
nencantumkan rekening bank Lembaga, Badan atau
Yreanisas Kemasvarakatan penerima

Berkas pencaan disampaikan oleh SKPD  terkant
kepada PPKD paling lambat tanggal 14 Desember
Tahun Anggaran berkenaan dilengkapi  dengan
persyaratan

g usulan nibah/oroposal dan nerima hibah yan
prof pe \

tela jeevisi berdasarkan  hasil evaluaal Tim
18 Dernuf

Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penenima

1an Besaran Hibah,

4 Pakius Integritas,

h surat peroyatasn ranggung jawab penerima hibah,
¢ fotokopt KTP penenima tubah, dan

d nomor Rekening Hank (nstansi/organisam

pencenma hibah

itas sebagaimana dimaksud pada

& Formatl pakia (ntegr
¥ crcantum  dalam  Lampiran 1l

o - +
avatl (o) :‘..‘.uf .y L
o I % -~
Peraturan Gubernur inl




(7) Farmag s
¢ S .
hibah Scb‘f‘rﬁ‘ pernyataan tanggung jawab p(:ncrm‘la
tercnnlum‘s-d;.mana dimaksud pada ayat () hurul €
alam Lampiran IV Peraturan Gubernyr int.

Bel Bagian Keempat
claporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 15

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan
gertanggungjawaban penggunaan hibah kepada
S'E‘;Em“f melalui PPKD dengan tembusan kepala

: terkait yang melakukan evaluasi sebagaimana
dlmqksud dalam Pasal 7 ayal (6) dan Inspektorat
Provinsi.

(2) Laporan penggunaan Hibah berupa uang sebagaimand
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. pendahuluan - berisi uraian tentang gambaran
umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah
dilakukan oleh penerima hibah;

b. maksud dan tujuan : berisi uraian tentans maksud
dan tujuan disusunnya laporan penggunaan hibah;

c. hasil kegiatan, berupa uraian (entang hasil
kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan
proposal hibah yang telah diajukan kepada
Pemerintah Provinsi dan NPHD;

d. realisasi penggunaan dana : berisi uraian tentang
anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa
anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai
kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan
proposal hibah yang telah diajukan kepada
pemerintah Provinsi dan NPHD;

e. penuidp,
lampiran . berisi [(oto dokumentasi/kegiatan yang
telah dilaksanakan.

(3) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun
perjalan dana hibah belum digunakan dikarenakan
alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak

bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka dana
hibah tidak perlu dikembalikan, namun penerima
ajukan permohonan persetujuan

hibah harus meng -
penggunaan dana dan perpanjangan waktu pelaporan

kepada Gubernur yang dilengkapi dengan rencana
kegiatan dan anggaran peserta fotokopi  rekening

bhank.
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v

4
(4) Dalam hal terdapat sisa anggaran setelah pclak_sanaﬂn

(9)

()

(7)

(8)

(1)

(1)

kegiat
glatan  yang outputnya sudah mencapal

i;:b:gaif“ana yang tertuang dalam proposal hibah,
d'a ahsma'dana tersebut harus dikembalikan ke kas
aerah paling lama 31 Desember tahun berjalan:

Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahu?
berjalan  dana  hibah baru sebagian digunakan
dikarcnakan alasan yang dapat dlpcrtnngg‘-‘“g dan
udak bertentangan dengan aturan yang berlaku, maka
dqnu libah tidak perlu dikernbalikan, namun P‘zn":rimcl
hibah harus mengajukan permohonan pchCLUJua”
penggunaan dana dan perpanjangan waktu pclaporen
kepada Gubernur yang  dilengkapi lapora®
perlanggung jawaban terhadap dana yang telah
digunakan dan rencana anggaran biaya kegiatan seTt
fotokopi rekening bank.

Surat persetujuan dari Gubernur menjadi dasar pagi
penerima hibah untuk menggunakan dana hibah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5)-

Penerima  hibah  berupa  barang  atad jasa
menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada
Gubernur melalui SKPD terkait dengan tembusan
Inspektorat Provinsi.

Laporan penggunaan hibah berupa barang/jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit
memual  penjelasan  mengenai penggunaan hibah
berupa barang atau jasa yang telah sesuai dengan
proposal pencairan hibah dan NPHD

Pasal 16

Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis
belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran
berkenaan.

Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai rcalisasi
obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa
dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 17

Pertanggungjawaban Pemerintah  Provinsi  atas
pemberian hibah meliputi:

a. proposal permohonan hibah kepada Gubernur;

. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar
penerima hibah;

c. NPHD;
d. pakta integritas dari penerima hibah; dan;
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(2)

(3)

(4)

.20 -

e bukt transfer uang atas pemberian hibah bcf‘-’PaS
uang atau bukti serah terima barang atau jas ata
pemberian hibah berupa barang atau jasa:

Dokumen pertanggungjawaban Pcmcrintah paerah
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dalam pentuk
uang berada pada PPKD sebagaimana Himaksud dalam
Pasal 12 ayat (1), sedangkan dalam bentuk Darané

atau jasa berada pada SKPD sebagaimand dimaksu
dalam Pasal 12 ayat (2).

pPasal 18

Penerima hibah bertanggung jawab secar? formal dan
material atas penggunaan hibah yang diterimanya:

Pertanggungjawaban hibah meliputi:

a. laporan pcrtanggungjawaban penggunaa .
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1);

b, sural pernyataan Langgungjawab'.
pakta intcgritas dari penerima hibah dan

4. bukti-bukti pengeluaran yang lengkaP dan szhi
sesual  peraturan pcmndang-undangaﬂ o kgti
penerima hibah berupa wang atau salinan oY

serah terima barang atau jasa bagl penerima hibah
berupa barang atau jasa.

Pcrtanggungjawaban sebagaimana dimaksu}d pada ayal
(2) huruf a, huruf b, dan huruf ¢ disampgmkan kepada
Qubernur 1 (satw) bulan setelah kegiatan selesal
dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan
Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali terhadap
hal-hal yang ditentukaen dalam Pasal 15 ayat (3) dan

ayat (9).

Pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) hurul d disimpan dan dipergunakan oleh penerima
hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 19

Bukti-bukl pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah
berupa vwang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (2) huruf d untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah lain dan Badan Usaha Milik Negara —atau
Badan Usaha Milik Dacrah adalah:

4. untuk belanja gaji atau honor harus di lengkapi
dengan cural Keputusan Pimpinan Instansi yang

bersangkutan, daftar penerima dan besar uang

certa tanda terima pembayaran;

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



(1)

(2)

)] $ \ \

b, \"nnul\ belanja barang atau jasa harus berpedomdr
epada peraturan perundang-undangan tentang
pengadaan barang dan jasn pemerintah;

¢ untuk perjalanan dinas harus berpedoman kepada
peraturan tentang perjalan dinns yang berlaku
padainstansi lersebut;

d.

‘rclccninp, koran atau fotocopy buku tabungan
instansi terscbut;

¢, bukli setoran pajak

Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesud!

perundang-undangan  bagi  penerima hibah berup?

uang untuk Badan, Lembaga atau Organisas!

Kemasyarakutan meliputi

a. untuk belunja gaji atau honor harus dilengkap!
dengan daftar penerima dan besaran uang sertd
tanda terima pembayaran.

b. untuk belanja barang dan jasa harus dilampiri *

1. nota atau faktur pembelian;
2. tanda serah terima barang;

3. Kkuitansi pembayaran bermaterai CUkup-

¢ untuk belanja transportasi dan akomodasi harus
dilampiri:
1. surat tugas dar ketua badan, lembaga atau
organisasi; .
bukti asli tilet perjalanan dan kuitansl tgmpat
menginap dan kuitansi pembayaran lainnya
yang di sahkan oleh Ketua Badan, Lembaga
atau Organisasi Kemasyarakatan.

o

d. rekening koran/fotocopy buk.u tgbungan atas nama
Badan, Lembaga atau Organisasl Kemasyarakatan.

Pasal 20

‘ :ai ral i maksud dalam Pasal 7
KPD terkait sebagaimana dlms? .
iya(, (6) berkewajiban memberikan teguran lcrsulxs
kepada penerima hibah yang tidak mcnyampankan
laporan pertanggungimvaban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (1).

i i i ikan
al penerima hibah tidak menyampaika:
Palgrr;n " sctslah mendapatkan  teguran tcrt'uhs
ar})yk B g dimaksud pada ayat (1)lmaka pencairan
flcib;]%‘ tahun berjalan lidak dapat dilakukan sampul

jengan laporan pcrmnggungjawaban penggunaan dana
dengd A a .
schelumnya disampaikan.

pasal 21
Realisasi hibah dicantumkan pada laporan kecuangan
ce L

pemerintah provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.
ecm a
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(1)

(2)

(1)

(2)

kcpada
ggaran
dalam

Hibah berupa barang yang belum diserahkan
pencrima hibah sampai dengan akhir tahun an

berkenaan dilaporkan sebagai persediaan
neraca.

Pasal 22

Realisasi hibah berupa barang dan/atad .
dikonversikan sesuai Standar Akutansi pemerintah
(S_AP) pada laporan realisasi anggaramn dan
diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuanga?
(CALK) dalam penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Provinsi.

jasa

Format konversi dan pengungkapan hibah berup2
barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada
ayal (l) tercantum dalam Lampiran y Peraturan
Gubernur 1ni.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 23

SKPD terkait, melakukan monitoring dan evaluasi atas
pemberian hibah:

a. untuk bantuan hibah dalam bentuk uang
dilakukan oleh SKPD terkait sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a;

b. untuk hibah dalam bentuk barang atau jasa
dilakukan oleh SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (6) hurul b.

Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, SKPD
terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal
melibatkan SKPD lain.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan
tembusan kepada Inspektorat Provinsi.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 24

Pcngawasan penggunaan dana hibah dilakukan oleh
Inspektorat Provinsi.

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Gubernur.



(1)

(<)

(3)

(ARYANAY
FATTTUAN BORTAL

Pajghian Kenat
Ui

Momal 25

Peme

o |ll||h|h Provioa dapat memberflan bantua noslal
| '| ot |1|”‘/”h|” ‘\"l“lll]"ll\ |||nnvl‘|“l‘“| tmnlllll
crmimnpan levangan daeral)

I'e ) |
mbenn bantian sonkal sehagalman Ahmaliand

l““l" avat (1) dhilakoabeany wetelanh |1|r||||||hulln'tl\ﬂll
petmenuhian belvmgn apuman wallh dane aiusan pithan
denpgan wmemperhatilon aoan Jeadilan, feepatutny,
caonahties dan manduat antalc manyarbat

'avinl 20
Hantuan sostal dapat bherapa vangg atiau baranyg yRni
Altertmn lnguang oleh penerbiu bantuan noalnl,

Bantunn sontal berapa uany aebagalimana dimaleaud
pada ayvat (1) adalah anng yang dibarikan HECHEN
lanpsung - Kepada penerhima bantuan nonlal gL
mementhl kebutahan hidap dasac (pangar, aandang
dan papan) dan kebuwihan hidup dasar lainnys
(kesehatan,  pendidikan,  sanitasd, alr - berath  dan
trnnsportasl) serta untulc penanganan analeanik
terluntin, korban keleranan amah tAngpa, Jandn
mislan, kelompolemarfinal dan terpencil lainnya,

Buntuan somal berupa barang sebagalmana dimaloaud
pucic nyat (1) adadal barang yong diberilkian aocarn
lanpsung  kepodi penecimin hantunn nosial  guna
memenuht ebutuhannyn di bidang  narana  dan
prasarann o sertn tansportast  untuk menunjang
pendidikan, alat-alt kesehaton, alat-ulat dan bibit
pacdn bidang pertaninn, peternnlin,  perkebunan,
perikanan dan nelaynn, buntunn pemenuhan pangan,
sundnng dan papan bagl yatim platu atau tuna sosiad
gertn berbagnl Lbantuan  barang  ladnnya ynng
dibutuhlaan aleh yang herhak menarima bantunn,

Pannl 27

Anppotin i/ aton lkelompok manynrakant - sebagaimann
dimalesud dalnm Pasal 2o nyat (1) meliputl:

0,

inchvidu, - kelanrpn, dan/ntu o masyarkat o vang,
mengalunt keodnan Uende sbil sebagal nkibat dard
lerisis tonind, ciconomi, politil heneana, ataw fenomena

Al o dapat menmenuhl - kebutuhnn - hidap

minimunmy don
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(3)

lembaga non pemerintahan Dbidang pcndidikan.

keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
mcl}ndungl individu, kelompok, dan/atau maS)’arakal
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 28

Bantuan sosial berupa uang kepada individu c:l«’ﬂ\ﬂ/al?“"r
keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 hurt
a, terdiri dan bantuan sosial kepada individu dan/atavl

keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

Bantuan sosial yang direncanakan sebagaiman?
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu
dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat
penerima dan besarannya pada saat penyusupan
APBD berdasarkan usulan calon penerima dan/atau
atas usulan kepala SKPD.

Jumlah pagu usulan kepala SKPD scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 50% (lima puluh
persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan
usulan calon penerima.

Bantuzn sosial  yang tidak dapat direncanakan
schelumnya  sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial
yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan
AFBD dan apabila di tunda penanganannya akaq
menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagl
individu dan/atau kcluarga yang bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncangkan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

Pemberian bantuan sosial scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) memenuhi kriteria paling
sedikit

2. seiekuf,
h  memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus-menerus,

kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan; dan

4. sesuai tujuan penggunaan

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn




(2)

(3)

(6)

(7)

(1)

Pemberian bantuan sosial kepadu individ, keluarpd
dan/atau nanyarakat sebagimana dimaksud dalam
P“f'“l_ 28 ayat (1) dilengkapi dengan surat Kketerangan
miskin  sckurang-kurangnya dari lurah atau kepald
desa setempat, '

Kriteria selektil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diartikan bahwa bantuan gosial hany@
diberikan kepada calon penerima yang ditujukan
untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

Kriteria persyaratan penerima bantuan gebagaimand
dimaksud pada ayat (1) hurul b meliputi:

a. memiliki identitas yang jelas; dan

b, berdomisili dalam wilayah Provinsi.

Krileria bersifat sementara dan tidak terus menerus
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diartikan

bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak
harus diberikan sctiap tahun angguran:

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ diartikan pahwa
bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan Jepas dari resiko sosial.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana
dimaksud ayat (1)hurul d bahwa tujuan pemberian
bantuan sosial meliputi:

a. rehabilitasi sosial;

o

perlindungan sosial;

pernberdayaan sosial;

o o

jarminan sosial;

pcnanggulangan kemiskinan; dan

a

—_—

pemmggulangan bencand.

Pasal 30

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 ayat (7) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan
mengembangkan kemampuan seseorang  yang
mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (7) hurul b ditujukan untuk mencegah
dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan
sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar
kelanpsungan hidupny? dapat dipenuhi sesuai dengan
lkehutuhan dasar minmal.
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(3)

(3)

(6)

(1)

(2)

Pemberdayann sosial sebagaimani dimnak.sud dg]yarﬂ
Pasal 29 ayat (7) huruf ¢ ditujukan untuk mcnj";'ﬁlf—”r’{
seseorang atau kelompok masyarakat yany, mcn?ﬁl?{':'
masalah sosial mempunyai daya, sehings? marmpY
memenuhi kebutuhan dasarnya.

Jaminan sosial sebapaimana dimaksud dalam Pasél z7
ayat (7) hurul d merupakan skema yang melernbzz?
untuk menjamin penerima bantuan agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupny2 y2ng layzk

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dim?'-ffaUd
dalam Pasal 29 ayat (7) hurufl e merupakan webpijar2i.
program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orzng
keluarga, kelompok masyarakat yang lidak mempuny?’
dan mempunyai sumber mata pencaharian dan u|dz./:
dapal memenuhi kebutuhan  yang layak DPZE
kemanusiaan.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimal’-‘?au'-i
dalam Pasal 29 ayat (7) Huruf mcr'},lpa»fgaﬂ
serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 31

Anggota dan/atau kelompok masyarakal
menyampaikan usulan tertulis kepada Gubernur
dengan dilengkapi proposal paling lambat tanggal 31
Mei tahun berjalan, kecuali untuk bantuan sosial yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
permohonan  bantuan sosial berupa uang bagi
kelompok masyarakat paling sedikit memuat:

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran
umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-
permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya
usulan bantuan sosial;

b maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud
dan tujuan digjukannya usulan bantuan sosial;

c susunan Kepengurusan,

rincian kebutuhan anggaran atau  rencana
anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan
mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian
lebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan
lainnya,

e. penutup.



wn

Proposal sebacain A
Prope :\:u sehagaimana dimaksud pada ayat (1) u“m‘q
Fefmoonan bantuan  sosial berupa  barang bag
kelompok n

*asvarakat paling sedikit memuat:

Lenst uralan  tentang |",nu\huull\

engenat fakua-fakta dan pcrmns;\\nhl\”
danan yang melatarbelakangt dinjukannya
: s

(v
3
J

13 dan tuan, berist uraian tentang maksud
tuan digukannya permohonan bantuan

SNS Y
™AL,

unan Kepengurusan,

“
74

(&1
(
=3
i
(i

engajuan usulan calon penerima bantuan
usulan kepala SKPD sebagaimana yane
ada Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut:

[

menginventarisic  calon penerima

8]
v
T
]
{
&
47
3]
n &7
1

semvernifikasi keadaan/kondisi calon
oswal;

fa

verdasarkan penyampaian usulan  kepala SKPD

sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, TAPD
membentuk um unuk melakukan evaluasi;

cvaluasi um sebagaimana dimaksud padn
4, berupa rckomendasi kepada Gubernur

{ TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi
scbagaimana dimaksud pada hurul e, sesuai
dengan priontas dan  kemampuan Keuangan
dacrah;

= rexomencast Tim dan  pertimbangan  TAPD

T <smazaimana dimaksud pada hurul e dan hural [
nemaa: casar psacantuman  alokast  anggaran
Santwan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS

Gubernur menuniuk SKPD terkait untuk melakukan
evaluas: usulan tertults sebagaimana dimaksud pada

SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
adala

u v sosial dalam bentuk uvang adalah
Sekretariat  Daerah Provinsi c.q. Biro
Keseiahteraan Rakyat;

a. untuk bantuan
C

Dipindai dengan CamScanner



)

)
(1)

(=)

e

dalah

\ \
bk bantuan sosial dalam bentuk barang &
yakan

N N R . . »
AN vang  secara fungsional melaksal

Aerratan wersebn

\ (5)

Svadart sebagaimana dimaksud P"‘J"‘
Larivpuian aniuie

nynl

ao mengatahu  Keberadaan individu, dan/atau
NelampaoX

N 1A Y ¥ \

b masnvarakat vang mengajukan usulan bantuan
.\\‘,\’(.\‘\

¢ mengatahwr  domasih - atau alamat Ind“"‘du‘
dan atau Aelompok masyarakat yang mengajukan
wsulan bantuan sosial;

d. menchu Kebenaran dokumen pendukung
permohonan bantuan sosial dan

o, menelitt kesesualan antara usulan dan kebutuhan

dana,

acda ayval

Nepala SRPD terkait sebagaimana dimaksud p .
ncast

(@ menyampaikan hasil ovaluasi berupa rekome
kepada Guberaur melalut TAPD,

CAPD membenkan  pertimbangan  atas rekomendas!
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) scsual dengan
priorias dan hemampuan keuangan dacrah.

Pasal 32

amvampaan usulan oleh Kepala Perangkat Dacrah
sebagannana dimaksud  dalam Pasal 31 ayal (<)
dilengkap dengan dokumen dan data pendukung.

D
\

Dokumen  dan  data pendukung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:

A nama calon penerimag

b latar belakang,

Persetujuan dari calen penerima bantuan sosial

e
d. maksud dan tujuan,

o rencana anggaran belanjn (RAB),

. surat kelerangan tidak mampu yang
ditandatangam oleh kepala kelurahan/desa yang
berwenany,

fotacopy kartu - Tanda Penduduk  (RTP)/Kuartu

.

ldentitas lainnya vang masih berlaku, dan

T

v (otocopy kartu Ieluarga (KK)
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(2)

(3)

(3)

-20.

Pasal 33
Relcomgndasi Tim  dan  pertimbangan TAPD
sc:‘bagaxmana dimaksud pada Pasal 31 ayat (4) huruf
dan hurul [ rnenjadi dasar pencantuman alokas!

anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan
PPAS.

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (8) dan
ayat (9) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran
bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pencantuman  alokasi  anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi anggaran
bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 34

Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-
PPKD.

Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam
RKA-SKPD.

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) menjadi dasar penganggaran
bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 35

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 34 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok
belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial,

obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada
PPKD

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok
belanja langsung  yang diformulasikan  kedalam
program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis
belanja barang dan jasa, obyck belanja bantuan sosial
barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakal pada SKPD.

Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima
dan besaran bantuan sosial.
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e

(1)

(2)

(1)

(2)

(2)

(3)

(S)

RIS

Paanl A6

Daftar nama penerima, alamat penerbma dan besarn
hantuan sosinl dalam bentuk vang dicantumkan dnlim
Ll\}“P“‘“” IV Peraturan Uuhmmu-’ tentnng Penjnbaran
APBD, kecuali  bantuan  sosial  kepada  individu

dan/ataw keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.

F‘prmnl Lampiran IV Peraturan Gubernur acbagnimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Vi
Peraturan Gubernur ini, scbagal bagian yang tidak

terpisahkan  dari  Peraturan  Gubernur tentang
Penjabaran APBD.

Baglan Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 37

Pelaksannan anggaran bantuan sosial berupa uang
berdasarkan atas DPA PPKD.

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang
berdasarkan atas DPA SKPD.

Pasal 38

Gubernur menetapkan daltar pencrima beserta
besaran bantuan sosial yang akan diberikan dengan
Keputusan Gubernur.

[Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan
bantuan sosial kecuali bantuan sosial kepada individu
dan/atau  keluarga  yang tidak  direncanakan
sebelumnya.

Penyaluran atau penyerahan bantuan sosial kepada
individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan
sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari
individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau
sural keterangan dari pejabat yang berwvenang serta
mendapat persetujuan Gubernur  dan setelah
diverifikasi oleh SKPD terkait scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 ayat (S);

Jika Gubernur berhalangan atau tidak berada di
lempat maka persetujuan Gubernur  sebaguimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Wakil

Gubernur,

Pencairan bantuan qosial dalam bentuk uang
dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung

(LS).
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7)

'

tad

—
'

nyalur t o

f;::'ada ar;ﬁ::raiu penyerahan dana bantuan sosial
dﬁnaksud'éééamivatb(a;)“;?f‘ sosial ~sebagaimana
) . N a) ilengkapi i i
bukt penerimaan uarg. gkapi dengan kultans

2
i cogriesl L. P»n':-erahan bantuan sosial dalam
T az dilengkapi dengan Berita Acara Serah

Bagian Keempat

oran dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

Lap
Pasal 39

Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan
laporan pe:tangungjawaban penggunaan bantuan
<psial kepada Gubernur melalui PPKD dengan
rembusan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro
Kesejahteraan Rakyat dan Inspektorat Provinsi.

enggunaan bantuan

ran _::ert"*xggungjawaban p
dimaksud pada ayat

s pz uang sebagaimana
(1) paling sadikit memuat:

. -uluan: berisi uraian tentang gambaran

a. pendanu
umum mangenal pelaksanaan kegiatan atau
nenggunaan nantuan sosial yang telah dilakukan;
b, maksuc dan rujuan: berisi uraian tentang maksud
dan rujuan disusunnya laporan penggunaan
bantuan sosial;

penggunaan dana: berisi uraian tentang
ggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa
anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai
lah dilaksanakan sesuai dengan
oroposal bantuan sosial yang telah diajukan
yepada pPemerintah Provinsi; dan

d. penutup: berisi uraian tentang hal-hal yang perlu
1, disampaikan oleh penerima bantuan sosial

untu:
cerkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

-

c. rezbsas

uan sosial kepada

ngjawaban bant
dak direncanakan

Laporan pertans :
individu dan/atad eluarga yang t _ ‘
cehelumnya dengan melampirkan bukti  bukti
sengeluaran yansg sah.

Dipindai dengan CamScanner
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(1)

,\p;bﬂa sampai dengan tanggal 31 Desember tahun
perjalan, dana bantuan sosial belum digunakan
dikarenakan alasan yang = dapat
dl;crmn;\nungn\\'nbkan dan tidak bertentangan
dcn»g.m aturan vang berlaku, maka dana bantuan
sosial tidak ;crlu dikembalikan, namun penerimi
bantuan  sosial  harus mengajukan permohonan
persetujuan  penggunaan dana dan perpanjangan
waktu pelaporan kepada Gubernur.

Ap%bila sam‘pai dengan tanggal 31 Desember tahun
perjalan terdapat sisa dana, namun pekerjaan sudah
seldsai dilaksanakan sesuai proposal yang diajukan,
maka dana bantuan sosial harus dikembalikan ke Kas
daerah.

Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun
berjalan dana bantuan sosial baru sebagian digunakan
dikarenakan alasan yang dapat
dipcrlanggung\auabkan dan tudak bertentangan
dengan aturan yang berlaku, maka dana bantuan
sosial tidak perlu dikembalikan, namun penerima
pantuan sosial harus mengajukan permchonan
persetujuan penggunaan dana dan perpanjangan
waktu pelaporan kepada Gubernur yang dilengkapi
laporan terhadap dana vang telah digunakan dengan
rencana sisa kegiatan dan anggaran.

Surat persetujuan dari Gubernur menjadi dasar bag:
penerima bantuan sosial untuk menggunakan dana
bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat

(3),dan ayat (S).

Penenma bantuan sosial berupa barang

menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial
xepada Gubernur melalui SKPD terkait sebagaimana

yang dimaksud pada Pasal 31 ayat (5) huruf b dan
Inspektorat Provinsi.

Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit
membuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan
sgsial berupa barang telah sesuai dengan proposal.

Pasal 40

atat scbagai realisasi

Bantuan sosial berupa uang dic
i3] PPKD dalam tahun

jenis belanja bantuan sosial
anggaran berkenaan.

jal berupa barang dica:atlssbagaj_ reahisasi
n sosial pada jenis belanja barang
dan kegatan pada SKPD
d dalam Pasal 35 ayat (2).

Bantuan soS
obyek belanja bantua
dan jasa dalam program
terkait sebagaimana dimaksu

Dipindai dengan CamScanner
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(2)

(3)

(1)

(2)

R

Mol 91
pPKD membual relapltulant penynluran bantuan sosial
k(\l\l\(lll lll(”\"(l” lh\l\/lllll” lﬁl".‘lllll'}"[l yang tidalk (Iupu(
direncanalan sebelumnyn  nebagaimana dimaksud

dalam .\‘mml 28 ayal (1) paling lambat tanggal S
Januuri tahun anggaran berikutnya, ‘

Rekapltulnsl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan
aosinl yang diterima oleh masing-masing individu
dan/atau keluarga.

Pnonl 42

Pertanggunpjawaban Pemerintah  Provinsi  alas
pcmbcr\nn bantuan sosial meliputi:

(. permohonan tertulis dari calon penerima bantuan
sosinl atau surat keterangan dari pejabat yang
perwenang kepada Gubernur;

b. keputusan Gubernur tentang penetapan daftar
penerima bantuan sosial;

c. pukta integritas dari penerima bantuan sosial; dan

d. bukti transler/penyerahan uang atas pemberian
pantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima
barang atas pemberian bantuan sosial berupa

barang.

Pcrmnggunginwubnn sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan huruf ¢ dikecualikan terhadap bantuan
sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya.

Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurul ¢, tercantum dalam Lampiran VI

Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13
Penerima bantuan sosial bcrlnnggunginwnb secara
formal dan material atas penggunaan bantuan sosial
yang diterimanya.

F'crmnggungjawnbnn penerima bantuan  sosial

meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima
bantuan sosial;

b. sural pernyataan mnggungjmvnb;

c. fakta integritas dari penerima bantuan sosial; dan

Dipindai dengan CamScanner
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(5)

(1)

(2)

-34 -

¢ ::sﬁibug& pengeluaran yang lengkap dan san
bagi pene'gan peraturan perundang-undangan
e an btilknt]'a banhtuan sosial berupa uang atau

i serah teri - :
bantuan sosial berupart;zznzarang bagi penerima

pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf ¢ disampafijkan
kepada QUbemur 1 (satu) bulan setelah kegiatan
selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10
bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali
rerhadap hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 39 ayal

(3)-dan ayat (5).

Pertanggungjawaban sebagaimana di

au maksud pada ayat
(2) huruf d disimpan dan dipergunakan oleh I;)em:rima
bantuan sosial selaku obyek pemeriksa.

Ff)rmat surat pernyataan tanggungjawab sebagimana
d1mal§sud pada ayat (2) huruf b, tercantum pada
Lampiran VII1 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 44

Bukti-bukti Pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi penerima
bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d untuk
individu dan/atau keluarga yang direncanakan
sebelumnya adalah kuitansi pembayaran bermaterai

cukup dengan rincian penggunaanya.

Bukti-bukti Pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
dengan peraturan pemndang-undangan bagi penerima
bantuan sosial untuk kelompok masyarakat dan

lembaga non pcmerintah berupa uang adalah:

a. untuk pbelanja gaji/honor harus dilengkapi dengan
daftar penerima dan besaran uang serta tanda
terima pembayaran.

b, untuk belanja baran
dengan:
1. nota atau faktur p
ah terima barang,
materai cukup.

dan akomodasi harus

g dan jasa harus dilengkapi

embelian;

2. tanda ser
3, kuitansi pembayaran ber

untuk belanja transfortasi

dilampiri dengan:

1. surat tugas dari
i tiket perjalanan d

ketua kelompok atau lembaga;
an kuitansi tempat

2. bukti as
menginap dan kuitansi pembayaran lainnya
yang disahkan oleh ketua kelompok atau

lembaga.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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(2

(3)

(1

b, untuk bansas dalam deniv

tad
Loy

Roran; oopy Suku tadungan atas nama

QKPD terkal sebagumans Grmaksud dalam Pasal 3

e
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kepada penenma bantua sos:al  yang Ldak
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menyampakan  perlanggungAaw adan schagumana
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asa
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Realisas: baniuan sosial berupa barang CUSORVRTIINGSE

sesun Qrandar Akulans Pamenniahan (SAT pada
laporan realisast anggamn dan diungikapkan pada
Catatan Atas laporan Keuangan (CALK}) dalam
- wepangan Pemenintah Daerah

:

enyuUSUnAn laporan KeUAnRE

Format xonvers: dan jx:-.g_':gka::.x: santuan sosial

berupa barang gebagaimana dimaksud pada ayal (1L
tercantum pada Lampiran V Peratunan Gubernur m.
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Al e
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palam melakukan monitoring dan evaluasi SKPD

) D .

rerkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
melibatkan SKPD lain.

(3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud

ada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan
tembusan kepada Inspektorat Provinsi.

Bagian Keenam
Pengawasan
- Pasal 49
(1) pengawasan penggunaan bantuan sosial dilakukan
oleh Inspektorat Provinsi,

2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang
persumber dari APBD/APBD-P Tahun Anggaran 2019
dilaksanakan ~dengan berpedoman kepada Peraturan
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 25 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 56 Tahun
2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Nomor 25 Tahun 7016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

4. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun

2016 Nomor 17 Seri E);

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



.17

Peratur
70 Tahun 2017
Gubernur
pengelolaan
pari Anggar
Kepulauan
Kepulauan
Seri )
peraturan G

S0 Tahun
Peraturan Gube
Tata Cara Penge
Bcr;umbcr
Dacrah Provinsi
Daerah Provinsi
2018 Nomor

(2]

dicabut dan diny

Peraturan Gubernur
diundnngkan.

Agar setiap
pcngundangan
penempatannya da
Bangka Belitung.

(ZKEPULAUAN B/

di Pangkalpinant
Mt 2019

e

~naangRan

:
wia ‘Anggdl

SEKRETARIS DAERAH
ROVINSI KEPULAUAN BANGKA
YAN MEGAWANDI

<ATA DAERAH PROVINSI KEPULAUA
MOR .20, SERIL.E.....

Dari Angga
Kepulauan Bangka
Kepulauan Bangka Belitung Tahun

43 Seri E);
atakan tidak berlaku.

an Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor

tentang Perubahan Atas Peraturan

Nomor 25

Pasal §2

ini mulai

orang mengetahuinya,
Peraturan
lam Berita Daerah

Ditctapkan di
pada tanggal

berlaku pada

Gubernur

Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
an Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi
Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi
Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 63

ubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
2018 tentang Perubahan Kedua Alas
rnur
lolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
ran Pendapatan Dan Belanja

Tahun 2016 tentang

Belitung (Berita

tanggal

memerintahkan
ini  dengan
Provinsi Kepulauan

Pangkalpinang
2. M=

2

~

019

GUBERNUR

BELITUNG,

N BANGKA BE

GKA BELlTUNGK’

LITUNG TAHUN 2019



LAMIIRAN |

PERATURAN QUBERNUIR KEPULAUAN DANOKA BELITUNG
NOMOR LA TAHUN 2010

TENTANG

TATA CAIRA PENGELOLAAN HIBAIE DAN DANTUAN 8081AL
YANGO  DERGUMDER  DARI  ANGOARAN  PENDAPATAN

DAN DELANJA DAERAIL  PROVINGI  KEPULAUAN
HANGKA BELITUNG

NAMA PENEIRIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKAST HIBATEYARCG DITERIMA

| D/\l"”\"

’ N ALAMAT
A PENERIMA PENERIMA JUMLAH (Rp]

NAM

GUBERNR
@KEMJLAI.JA” BANGYA BELITUNG,,{L
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LAMPIRAN 11
PERATURAN GUBERNUR K
EP

NOMOR 7.3 TAHUN 2019 ULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN

AR HIBAH DA
PAN A DADAl ANGOARAN PENDAPATAN

LANJA DAERAH  PROVI PENDAPATAN
BANGKA BELITUNG NSl KEPULAUAN

ERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

N/\SIU\H P
ANTARA
; MgruNTA" PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
P - DENGAN

++esveenens| PTHAK KEDUA )

) HOMOR 2.ssses--.-PIHAK PERTAMA
NOMOR :eevveeres ..PIHAK KEDUA
R Langgal e bulan.......ceeees tahun .......... yang bertanda tangan
) 'n yoort
e .
.J\wﬂh int
o [ ———
Jubﬂum “““
Un;chfj“ e et S
pat nnya_yan ertin n an atas nama Gubernur Kepul
por g, selan 7Y isebut PIHAK PERTAMA gee—
Bnﬂgm
T
B
R
Qs japatannya yang bertindak untuk dan atas
s , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Daerah

pakat mengadakan Perjanjian Hibah

pihak menyatakan S€
sal berikut :

anini kedua belah
mana diatur dalam pasal-pa

n ketentuan sebaga

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

ntuk memberikan bantuan hibah

wjian ini diadakan dengan malksud dan tujuan u
n bentuk uang kepada
.................. dalam
(diisi

.................................

...........
..........................

n

ka

Borsisirssiiivviienssennes

AN A i
dengan maksud dan tujuan pembenan hibah daerah)

"

Dipindai dengan CamScanner



Pasal 2
LINGKUP PERJANJIAN
pIHAK PERTAMA membenkan hibah dulam bentule uang kepada PIHAK KEDUA
o) dan PIHAK

hcbc:;u_r .-.--w--. ~~~~~~~~~~~~~~ '--n--(|~ ' YRR R AR L K A A AR s 4
KEDUAmenerima pembenan hibah terscbut,

n, pemberian hibah sebagaimana dimaksud padn ayat (1) dengan perincian sebaga

perikut:
[l besrereniis i
1), cerererir e P — .
Co vesrnreniann RN dstiin v, I
Pasal 3
PEMBIAYAAN

pemberian hibah dalam bentuk uang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

gelanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran ...
Jengan kode PEKEMINE  coveecveorinvrimsnsanssnnssunenessnss (bantuan Hibah kepada

,,,,, = —

Pasal 4
CARA PEMBERIAN

PERTAMA kepada PIHAK KEDUA

dilengkapi dengan proposal  yang
dengan

Pemberian hibah dalam bentuk uang oleh PIHAK
diberikan berdasarkan permohonan tertulis yang )
disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

melampirkan rincian penggunaannya dan fakta integritas.

Pasal 5
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

ara formal dan material atas pcnggunaan
bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
n hibah kepada Gubernur
an tembusan Sekretaris
ahteraan Rakyat dan

|. PIHAK KEDUA bertanggung jawab scc
dana bantuan hibah berupa uang st
menyampaikan laporan |)crl;uw,gunwmvnh.’u\ penppunaa
melalui Pejubat Pengelola Keuangun Dacrah (PPKD) deng
Daerah Provinsi Kepuluuun Bangla Belitung cq. Biro Kesej
Inspektorat Provinsi Kepuluuan Bangkn Belitung,

2. Dalam menggunakan hibah, PIHAK KEDUA berpedoman kepada peraturan
perund.mg-undungun yung berlalar,

3. PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh lembaga auditor yang ditunjuk oleh PIHAK

PERTAMA.

4. PIHAK KEDUA bersedin menerima sanksi pcngcmbnlinn/pcngglmunn hibah
berupa uang yang disetor ke kas daerah apabila berdasarkan hasil audit
ditemukan bukti-bukti penyimpangan.

5. PIHAK ~ KEDUA  wajib mempunyai  rekening  bank  atas  nama

Bndun/lcmbnga/organisnsi.

Pasal 6
PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA

aan dana Hibah oleh PIHAK KEDUA, maka

Apabila terjadi perubahan dalam penggun
a tersebut, dan mendapat persetujuan PIHAK

harus mengusulkan revisi penggunaan dan
PERTAMA

Dipindai dengan CamScanner
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Manal 7
PELAPORAN DAN PERTANGGUNQJAWADAN

pelaporan dan pertanggungawaban disampailean oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
pERTAMA 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesa dilaksanakan dan paling lambal
(angail 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, lkecuali ditentuban Taln dalam
eraturan perundang-undangan,

. pelaporan dan pertanggungawaban sebagamana dimaksud pada angha | meliputi

" 4 Laperan pertangguogiawaban penggunaan hibah,
b Sural pernyataan tanggung jawab,

¢ Pakta integntas dan penenma hibah;
4 Buku-bukt pengeluaran vang lengkap dan sah.

. Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

val yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan kemudian atas dasar
cesepakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bcnlqk penanjian
mbahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan
perjanjan ni
Pasal 9
HETENTUAN PENUTUP

Perjangian ini dibuat secara sadar dengan whad bak untuk dipatuhl serta dilaksanakan
oleh kedua belah pihak, dibust dalam rangkap & (empat), 3 (tiga) diantaranya bermateral

cukup dan mempunys kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA PIHIAK PERTAMA
17-u-vvuuxu-uu-'-ut---x'--~1'rv1:1.':"'_:;‘_1 (332 FFRTESRNSSNNARNRRSANENRRNRRNR R AREENRRREARRANRRS SRS )
(Nama Pimpinan/Ketua organisasl) (Gubernur atau Pejabat yang

diberl kewenangan)

GUBERNAR
R veruLAUAN BANGKA lli-)Ll'l‘U.‘l(‘.,;



LAMPIRAN 1II

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR  TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGOARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH  PROVINSI ~ KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

,. HIBAH BERUPA UANG -

PAKTA INTEGRITAS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Nomor ldentitas/ KTP

Nomor Hp

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk
Dan atas nama

Dalam rangka

pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Hibah, dengan ini

menyatakan bahwa saya :

L
2,

3.

Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila
mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses
pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;

Akan menggunakan dand Hibah sesuai dengan usulan proposal Hibah dan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi

Peraturan perundang-Undangan yang berlaku;
gar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta

bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan
yang berlaku.

Apabila saya melang
Integritas ini, saya
Perundraturan Perundang- Undangan

( tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima Hibah

Materai/ttd/cap

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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4ypAH BERUPA BARANG
g

PAKTA INTEGRITAS

yang pertanda tangan di bawah ini :

nama

Nomor Identitas/ KTP

Nomor Hp
Alamat
Jabatan

gertindak untuk
Dan atas nama

Dalam rangka pemberian hibah berupa barang dari Pemerintah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini menyatakan bahwa saya :

arang dimaksud sesuai sesuai dengan usulan proposal

1. Akan menggunakan b
erah serta pelaksanaannya akan

Hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Da
mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan

Perundraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

( tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima Hibah

Materai/ttd/cap
(Nama Lengkap )

oUBERMUR
JJKEPULAUAN BANZKA BELn‘UNG%
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LAMPIRAN [V

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 24TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG DERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH  PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB PENERIMA HIBAH

,, HIBAH BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

Nomor ldentitas/ KTP

Nomor Hp

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk
Dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya gebagal Penerima Dana Hibah telah
menggunakan dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya telah mematuhi
perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak
terhadap pernggunaan dana hibah tersebut,

Apabila dikemudian hari diketahui ada penyimpangan dalam penggunaannya
sehingga kemudian menimbulkan kerugian dacrah, maka bersedia menggant dan
menyetorkan kerugian tersebut ke kas dacrah serta bersedia menerima sanksi
sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadarun
serta rasa tanggung jawab  scbagai salah  satu  syarat/lampiran
pertanggungjawaban atas penerimaan  dana hibnh dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

( tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima Hibah

Materal/ttd/cap

(Nama Lengknp )



r

p gIBAH BERUPA BARANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

Nomor ldentitas/ KTP
Nomor Hp

Alamat

Jabatan -

Bertindak untuk
Dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai Penerima Dana Hibah berupa barang
telah menggunakan barang tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya telah mematuhi
perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak
terhadap pernggunaan dana hibah tersebut.

Apabila dikemudian hari diketahui ada penyimpangan dalam penggunaannya
sehingga kemudian mem’mbulkari kerugian daerah, maka bersedia mengganti dan
menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi
sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran
serta  rasa tanggung jawab sebagai salah  satu syarat/lampiran
pertanggungjawaban atas penerimaan dana hibah dan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

( tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima Hibah

Materai/ttd/cap

(Nama Lengkap )

GUBERNUR
JLKEPULAUAN BAKGKA BELITUNG?,
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LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR £3TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH
ERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

(. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:

PEMERINTAH PROVINSI ......
SKPD ..conssnneneseens
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urai Aggg?rla;n Realisasi Lebih
Urut ralan ctela ealisasl
Perubahan (Kurang)
[ 1 | Pendapatan _
1.1 | Pendapatan Asli Dacrah

[1.1.1

| Pendapatan pajak dacrah

W.Q

\ Pendapatan
daerah

retribusi

1.1.3

Pendapatan
pengelolaan

Dipisahkan

Kekayaan dacrah yang

hasil

Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah

Jumlah

Belanja

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Langsung

Bclanja Pegawai

Belanja Barang dun Jasa

diserahkan

diserahkan

. Barang/jasa

_ Hibah barang/jasa  yang

kepada  pihak
ketiga/ masyarakal

. Bantuan sosial barang yang

kepada pihak

ketiga/masyarakat

dan bantuan sosial

sclain  hibah

Belanja Modal

Jumlah

Surplus / (Defisit)

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn



AT LAPORAT REALIBABI ANGGARAN PPED
g1

PEMERITAN PROVING] FRPULAUAN T

LAVORAN REALISAST BHGGARAN PPED

YHTUE TAHUN ARG BEIA VI SRR DENGAN 31 DES EMBER...

‘l)nlum Hupl.nh)

SAHGEA BELITUNG

gum% Nl 'ﬁd‘&ﬂr"“"ﬂf iy,
1 l‘f'n'l apitian
1,2 ) Dang Perimbangan an mg
'_-l:’l_.'lﬁ_ ! lJ ann lj.:gl Hrisil o |
1.2.1 Dan Loy Hasil. Parjuk T i '
1
1.2.1 Dans Bagl Hasil Bukan Pajak/ ’ l t
2__ Sumber Daya Alam !
122 ‘“l).m.x Alulmm Umurn I -
1.2.3 | Dona Alokasi Ehusus ! 1
1.7 | Lain-lain Pendapatan Dasrah yang Sah | ' :
1.3.1 | Pendapaman Hibah { l l :
1,32 ! l):nulururnl | I ! ‘
1:3:8 1 Dana Bag Haril Pajak danprovinsi | l |
dan Pemenintali Dacrah Lainnya | —
P 3.4 \ Danna Penyesuaian “dan Otoaomi I [
Khunus I _1
1.2.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau l I i
Pemerintah Dacrah lainnya
| Jumlah Pendapatan | ! !
2 | Belanja i I | H
2.1 | Belanja Tidak Longsung | i | |
2,1.1 | Belanja Pegaw i [ |
2.1.2 | Pelanja Bunga I | |
2.1.23 | [/’lunj. rubinid | | | |
2.1.4 [elunys Hﬂmh . I 1 | |
2.1.5 Eelunyn [ Cantuan Anul o l | | !
2.6 [ Belanya Ly Hanl o 1 i | |
2.1.7 | Belunyi Bantuan Feuapgan i | |
2.1.% Belanya Tadalk Triduy v__ i 1 i
2.2.3 | Lelanyu Mol 1- | |
Jumbah Hrl.uuu i
THURILUS/(DERISIT] |
3. Pembiayian Di -r_l_uh__ v _
3.1 Penerimaan Pembiiynin l)ncrnh |
3..) Pmﬁ,unuun Sll HA |
3.1.2 | Pencairan [ani (..n(l.munn
3.1.3 | Hanil Pcn;u.nlan Kuku) aan
Dacrah yany Dipisahkan
3.1.4 Penerimaan Pinjuman Dacrah
3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman
3.1.6 Penerimaan Piutang Dacrah
Jumlah Penerimaan | 1
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Dacrah | |
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan | | |
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) l |
Pemerintan Daerah |
3.2.3 Pembavaran Pokok Utang | |
4.2.4 | Pemberian Pinjaman Dasran | | |
| Jumlan Penaeluarzn | [ —
| Pembiayzan !ieto l |
33 | Sisa Lebih Pembiayaan nn;l}aan |
l | (SILPA] | | ]

Dipindai dengan CamScanner



oRMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH
- JAERAH
DA

A_KQNSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH
ﬁ _—_ SATKER SATKER | ppicp | Qabuungan
7| Pendapatan
| Pendapatan Asli Daerah ~ I
3 Pendapatan pajak daerah XXX oo , Nxx
4 Pendapatan retribusi X XXX Xxx
daerah .
5 Hasil pengelolaan - XXX X Xxx
kekayaan daerah yang
dipisahkan J—
6 | Lain-lain PAD yang sah XXX XXX R S——
T Jumlah Pendapatan Asli XXX XXX XXX
Daerah
8 | Dana perimbangan XXX XXX
9 Lain-lain pendapatan yang XXX Xxx
sah
‘ 10 \ Jumlah XXX XXX X Noxx
pendapatan
[11 | Belanja
12 | Belanja Tidak Langsung XX o XX Xxx
12. | Belanja Pegawai x00K XXX XXX Noxx
1
12, Bunga XX Nxx
3 . - .
12. | Subsidi e o Xxx
4 - .
12. Hibah ' XXX NXxx
5
12. Bantuan Sosial XXX Xxx
6
13 Belanja Langsung NXX XN Xxx
Belanjapegawai XXX XX Nxx
Belanja Barang dan Jasa XXX XX XXX
1) Hibah barang/jasa yang XX XX
diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat
2) Bantuan sosial barang XX XX XX
yang diserahkan kepada
-pihak ketiga/masyarakat
3) Barang/jasa selain hibah XX XX XX
dan bantuan sosial
Belanja modal XXX XXX Nxx
14 Jumlah belanja X0 XXX X Nxx
15 Surplus / defisit XXX XXX X Nxx
16 | Pembiayaan daerah
17 | Penerimaan pembiayaan XXX Nxx
18 | Pengeluaran pembiayaan NXX Nax
19 Pembiayaan neto XXX Xy
20 | Sisa lebih pembiayaan tahun XXX Xax
berkenaan ( SILPA )

Dipindai dengan CamScanner



—

S me—— - - ) isp —=
S Pemcapelan Asu Jatna™ xndaf Daerah
T —— " - T\ ™
= Prodasatin Daadk dacra® [Te) s Pendapatan pajak daerah | XX
e - - P, — -
1 Fesdagaan relndtun LR —— endapatan retndual AR
23rma™ , . dagrah N S
s Hasd pengeiciaar Waxl pangelolaan kekayaan
Coeneass v —_—— saerah vang dipraahkan LER
daemh vang dipmahian ‘ S 1S
———— . _.__’____.______-.‘_..—-.-——
3 Lam-lzn PAD veng sab wu o tamnlan PAD yangsah L AT
Jumiak Pencagetan Ash o - '( Jumiah Pendapatan Ash -
Cacnad i | Daerah
& Ca-a mem=gmmmo - ™ | Dana transfer =L
§ | Las-as pendagpatas yang - [ Lam fain pendapatan yang tah [ x
| & & ———,'
0 Jumdah o by Jumlah 00
peodazatas " /| pendapatan —
11 | Belanm \ Belania
12 | Beinmis Tidak Langsung X N ! Belania Qperasy L
52_ Bela-a Pegawy < |/ v Bclana Pegawal .
- — 7«
= By x |/ /d Belanya SBarang oo
3 - |
12 Sabexh < |/ /]
5 / |
12 | Hdah o | Bunga ox
= i |
2 Ba~moan Semal ox | Sudbudi o

e " |
13 | Echana Langwoag oo | { Hidah XX
Sela= 3oegied oo | " Panruan Sosial XXX
Selan 2 Baruag can Jasa o | Belan a Modal NN

i Hisah tarang/as | w ol

- o oy - — |

_‘1‘ § cacmiua srpald &l

phak kriga /maryanisal |

| Py Banroan sowal | Y |

! Sararg A vang ! !

! diserahian wcpeda pdak |

krga/ mazyanaical | o
3 Sarang/ja®  sclan | {

| | lidas D | i

| | Bela=a mocal oo |

e Jamiak belama o | Jumlah belan)a X

T1s Surphas / cefint o | Surplus / delisnt Ny

16 | Pembwayaan dacrah ] Pemtiavaan dacrah

17 | Pemcr—ass pemtaayaan oo { Prnenmadan pembiayaan XXX

18 Peogeiuaran pe= >avals i o | Fengeluaran pl.‘rnbll\lﬂl\ L]

13 Pem zavaan new (AL ! { Pembiayaan neto xay

30 | Sisa ohin prebaysan mhun o Sisa lebh pembiayaan tahun o |

berazmaasn [SILPA | berkenaan (SILPA) J

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIAN VI
PERATURAN GUEBERNUR KEPULAUAN BANOVA BELITUHG

HOMOR  TAHUN 2019

TENTANG ,
TATA CARA PEHOELOLAAN HIBAH DAN BANTUAI BO5IEL

YANG  BEHRSUMBER  DARI AHGOARAN  VEHDAFRTAN
DA BELAHJA  DAEPAH pPROMVINGE  VEPULAULN

BANGKA BELITUNG

DAFTAR MAMA PENERIMA, ALAMMT DAL BEOARAT

ALOKASI BANTUAN 505

(AL YANG DITERIMA

e ———————— e 1

NAMA PENERIMA

ALAMAT -
JUMLAH (H
PENERIMA (Rp)

GUBERHN!

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn




LAMPIRAN VN

PERATURAN QURERNUR KEPULAUAN TANQRA BELT
LR 7 TANUN 2019 ULAUAN TANQEA DELITUNG
TENFANG

PATA CARA PENQELOLAAN HINAN DAN DANTUAN HOSIAL
VANG  DERSUMEER - DARL ANGOARAN MICNDAPATAN
DAN BELANIA  DAERRAN PROVINGL  KEPULAUAN
PANGRA RELTTUNG

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA B ANTUAN SOSIAL

\ SANTUAN SOSIAL RERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS
vang bertanda tangan di pawah i
Nama
Nomor ldentitas, KTP
Nomeor Hp
Alamat
Jabatan

Bertindak untuk
Dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan vang dibiayai dari Dana Bantuan Sosial,

dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2_Akan melaporkan kepada pihak yvang berwajib/ benvenang apabila mengetahui
ada indikasi Korupst, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan
kegiatan yang dibiavai dari dana bantuansosial ini;

3. Akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal Hibah
dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannyn akan mematuhi
Peraturan perundang-Undangan yang berlaku,

4, Apabila saya melanggar hal-hal yang telah  saya nyatakan dalam pakta
Integritas ini, ~sayd bersedia dikenakan sanksi sesual dengan Peraturan
Perundraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

( tempat, tanggal, bulan, tanhun)
Pencerimn Bantuan Sosial

Materai/ttd/cap
(Namn Lenglap )

Dipindai dengan CamScanner
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GANTUAN GOSIAL BERUPA BARANG
1

PAKTA INTEGRITAS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nam@

Nomor Identitas/ KTP

Nomor Hp
Alamat
Jabatan

Bertindak untuk
Dan atas nama

Dalam rangka pemberian bantuan sosial berupa barang dari pemerintah Provinsi

Kepualauan Bangka Belitung, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan menggunakan barang dimaksud sesuai sesuai dengan usulan proposal
bantuan ‘sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Perundang-
Undangan yang berlakuy; ; ;

2. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan

Perundraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

( tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima bantuan sosial

Materai/ttd/cap
(Nama Lengkap )

GUBERNUR
] KEPULAUAN BANGKA BELITUNGf

/rf ROSMAN
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LAMIEAN Y1

l‘r.lmtmr"}' OURERNUE EEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WOMONE L TANUN 2614

TETANG

TATA CARA PESGRLOLAAN HIBAN DAN PANTUAN BGRIAL
{ANG RSy MIEN LA '.j’l‘l"‘l.l"” ll!“ll’;“f"’"
AN BELAMIA  DARBAN  PROYVING) KEPULAUAN
RANGEA BELITUNG

GUIAT PEMNYATAAN TAHGGUNGIAWAR PEHERIMA
HANTUAN BOBIAL

o BANTUAN BOBIAL WERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAD

yang bertanda tangan di bawah ini
Nama

Nomor ldentitas/ KTP

Nomor Hp

Alamat

Jabaan

Bertindak untuk
Dan atas Nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagal Penerima Dana bantaan sosial telah
menggunakan dana hibah tersebut sesusl dengan usulan proposal hibah dan
Naskah Perjanjian Hibah Dasrah (NPHL) serta pelaksanannnya telah mematuhi
pcrundnnu-uruinngun yang berlaxu serta saya akan bertanggungjawab mutlak
terhadap permggunann dana hibah tersebut.

Apabila dikemudian han diketahul ada penyimpangan dalam penggunasnnyi
¥ EEY ¥

sehingga kemudian menimbulkan Kerugan daerah, maka bersedia menggant: dan
menyetorkan kerugan rergebul ke kas daerah serta bersedin menerima sanks

geguni dengan peraluran perundang-undangan yang nerlaku,

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran
serta rasa  ANEEUNRE jawab sebagal salall  satu  syarat/lampiran
pertanggungawaban atas penerimann dans hibah dan untuk dipergunakan
sehagaimana mestinya

| tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima bantuan soslal

Materal/ttd/cap

(Hama Lengkan )



\ SORIAL HERUPA MARANQ

gANTUA

s
| S

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAD

vang pertanda tangan Jdi bawal ind

\

Nama
yoror ldentitas \e
vomer dp .

\lamat
Jabatan

pertindak untuk
Dan atas nama :

.

Dengan inl menyatakan bahwa saya sebagal Penerima Dana bantuan sooful
perupa barang telah menpgunakan barang tersebut gepunl dengan usulan
croposal  hibah  dan - Naskah Perjanjian  Hibah Daernh  (NPHD) oserta
laksanaannya telah mematuhi perundang-undangan yang berlaku serta soyn
akan bertangmungiawab mutlak terhadap pernggunita dana hibah tersebut,

Apabila dikemudian hari diketahui ada penylmpangan dalam penggunaannya
sehingua kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka bernedin mengganti dan
menyetorkan Kerugian tersebut ke kay daerah serta hersedin menerima pankoi
sasual dengan peraturan Perundanp-undangnn yang berlalau,

Yemikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran
arta rasa  tanggung jawab sebagni  salah  satu uyumt/l:impir:m
I pencrimaan  dana hibah dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

( tempat, tanggal, bulan, tahun)
Penerima bantuan soslal

Materal/ttd/cap

(Nama Lengkap )

Dipindai dengan CamScanner



